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*Tanda baca dalam risalah: 
 
[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan 

kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya. 
…  :  tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren 

(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama). 
(…) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh 

pembicara yang lain. 
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1. KETUA: ANWAR USMAN 
 
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.   

 
 
Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita 

semua. Pagi ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 39 Tahun 2023 
dengan agenda mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
keterangan dari Presiden. 

Menurut laporan Panitera bahwa DPR belum siap, kemudian untuk 
Kuasa Presiden juga belum siap, meminta penundaan pada sidang yang 
akan datang. Gimana dari Kuasa Presiden?  

 
2. PEMERINTAH: ELEN SETIADI [01:13] 

 
Mohon izin, Yang Mulia. Kami mewakili dari Presiden untuk meminta 

penundaan penyampaian keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.  
 
3. KETUA: ANWAR USMAN [01:25] 

 
Jadi, begitu ya, Kuasa Pemohon. Untuk Perkara 39 ini karena DPR 

masih masa reses dan dari Kuasa Presiden meminta penundaan juga, 
maka sidang ini ditunda hari Selasa, 14 November 2023, jam 11.00 WIB 
dengan agenda yang sama, yaitu mendengar keterangan Dewan 
Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden. Jadi, begitu ya, Pemohon, 
ya? Ya, untuk Kuasa Presiden, begitu, ya?  

Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. 
 

 
  

 
  

Jakarta, 31 Oktober 2023 
  Panitera, 

Muhidin 
   

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.16 WIB 
 

KETUK PALU 3X 

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.13 WIB 

KETUK PALU 3X 
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